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6
 BAB II
 KAJIAN PUSTAKA
 A. Penelitian Terdahulu
 Penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2012) dengan judul pengaruh
 pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap
 kepatuhan pajak pengusaha UKM di Daerah Cirebon. Dengan obyek
 penelitian meliputi pengusaha UKM di Daerah Cirebon. Pemilihan sampel
 responden menggunakan metode convinience sampling. Hasil dari penelitian
 ini menunjukkan bahwa pengusaha UKM di Daerah Cirebon memiliki
 pemahaman yang cukup tentang pajak khusunya peraturan pajak dalam hal
 fungsi pajak, obyek pajak, sanksi dalam perpajakan dan lain sebagainya.
 Melalui analisis regresi berganda juga terlihat pengaruh yang signifikan dari
 variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi, dan variabel yang
 dominan dalam penelitian tersebut adalah ketegasan sanksi perpajakan.
 Penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2015) dengan judul penelitian
 pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak
 dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil
 Menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di Semarang (studi
 UMKM di Kota Semarang). Dalam pengambilan sampel digunakan
 accidental sampling yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan atas
 kemudahan dalam menunjukkan responden sebagai sampel penelitian yaitu
 wajib pajak badan pada UMKM yang masih aktif membayar pajak di Kota
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 Semarang. Metode analisi data menggunakan regresi linear berganda. Hasil
 penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan
 positif antara pemahaman wajib pajak (X1), terhadap kepatuhan wajib pajak
 (Y), terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara pelayanan fiskus
 (X2), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), terdapat pengaruh secara signifikan
 dan positif antara kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak
 (Y) dan terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara wajib pajak
 antara sanksi perpajakan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
 Penelitian yang dilakukan oleh Meri dkk (2014) dengan judul penelitian
 faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil,
 dan Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Survey
 pada wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Barat).
 Analisis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode
 deskriptif. Analisis data kuesioner menggunakan analisis regresi linier
 sederhana. Berdasarkan hipotesis menunjukkan bahwa faktor pemahaman
 wajib pajak, manfaat yang dirasakan, kepercayaan terhadap aparat pajak, dan
 sosialisasi pajak yang mempengaruhi kepatuhan UMKM memiliki pengaruh
 positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP.
 Penelitian yang dilakukan oleh Riyantono (2017) dengan judul pengaruh
 pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran dan sanksi pajak terhadap
 kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten
 Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan
 pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner secara langsung dengan
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 metode purposive sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
 secara signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
 pajak, terdapat pengaruh secara signifikan antara pelayanan fiskus terhadap
 terhadap kepatuhan wajib pajka, tidak terdapat pengaruh secara signifikan
 antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan terdapat
 pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Penelitian yang dilakukan Yusro dkk (2014) dengan judul penelitian
 pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar
 pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Dengan
 teknik pengambilan sampel adalah metode convience sampling yang
 menghasilkan sampel sebanyak 101 UMKM memperoleh hasil penelitian
 yang menunjukkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap
 kepatuhan pajak UMKM, sedangkan tarif pajak dan kesadaran membayar
 pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM.
 B. Konsep Teori
 1. Pajak
 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
 pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
 keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Anatasia dan
 Lilis 2009).
 Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani pajak adalah iuran atau pungutan
 masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang
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 bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-undang
 dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsug bia ditunjuk dan
 dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.
 Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths pajak merupakan sebuah pestasi yang
 dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta
 dapat untuk dipaksa tanpa adanya kotra prestasi dari masing-masing
 individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
 Menurut Prof. Dr. Djajaningrat pajak merupakan sebuah kewajiban dalam
 memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu
 keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan trtentu
 dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebuah kewajiban
 dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan
 bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan
 masyarakat.
 Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Waluya 2002):
 a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
 yang sifatnya dapat dipaksakan
 b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
 individual oleh pemerintah
 c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
 daerah
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 d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
 dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
 membiayai public investmen
 e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur
 Pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 (2) Undang-undang Dasar 1945
 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan
 undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak
 merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk
 membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi
 yang langsung.
 2. Fungsi Pajak
 Pajak memiliki fungsi sebagai berikut:
 a. Sebagai suatu anggaran atau penerimaan (budgetair): pajak ialah salah satu
 sumber dana yang dipakai pemerintah dan memiliki menfaat untuk sebagai
 membiayai suatu pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor
 perpajakan yang dimasukkan ke dalam suatu komponen penerimaan dalam
 negari pada suatu APBN.
 b. Untuk mengatur (regulerend): pajak ialah sebagai suatu alat untuk
 mengatur atau melaksanakan suatu kebijakan pemerintah dalam suatu
 bidang sosial dan ekonomi. Contohnya ialah suatu pengenaan pajak yang
 lebih tinggi kepada sebuah barang mewah dan sebuah minuman keras.
 c. Sebagai stabilitas: pajak ialah sebagai suatu penerimaan negara dapat
 digunakan untuk menjalankan suatu kebijakan-kebijakan pemerintah.
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 Contohnya ialah suatu kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk
 menekan suatu inflasi dengan cara mengatur suatu peredaran uang di
 masyarakat lewat suatu pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih
 efisien dan efektif.
 d. Sebagai redistribusi pendapatan: penerimaan negara dari suatu pajak yang
 digunakan untuk membiayai suatu pengeluaran umum dan pembangunan
 nasional sehingga dapat membuka suatu kesempatan kerja dengan suatu
 pendapatan masyarakat.
 3. Jenis-Jenis Pajak
 Secara umum, di Indonesia terdapat 2 jenis pajak yang dibedakan, yaitu
 pajak pusat dan pajak daerah:
 1. Pajak Pusat
 Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau dikelola
 oleh Direktorat Jendral Pajak. Berikut adalah pajak yang dikelola oleh
 Direktorat Jendral Pajak, antara lain:
 1) Pajak penghasilan (PPh), adalah pajak yang dikenakan orang pribadi atau
 badan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang
 dimaksud penghasilan adalah tambahan baik dari dalam maupun luar
 negeri untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama
 maupun dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji,
 honorarium, hadiah, keuntungan usaha, dan lain-lain.
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 2) Pajak pertambahan nilai (PPN), adalah pajak yang dikenakan atas
 konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tarif PPN yaitu sebesar
 10%.
 3) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), selain dikenakan PPN atas
 barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM.
 Barang ini bukan barang kebutuhan pokok, biasanya dikonsumsi orang
 tertentu, barang tersebut menunjukkan status yang mengkonsumsi.
 4) Bea materai, adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, seperti akta
 notaris, surat berharga, kwitansi pembayaran, surat perjanjian, dan lain-
 lain.
 5) Pajak bumi dan bangunan (PBB), adalah pajak yang dikenakan atas
 kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Yang dikelola oleh
 pemerintah pusat adalah sektor perkebunan, perhutanan, dan
 pertambangan.
 2. Pajak Daerah
 Pajak daerah adalah pajak yang yang dikelola oleh pemerintah darah baik
 tingkat provinsi maupun kabupaten/Kota, antara lain:
 1) Pajak Provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
 bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan
 bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah
 tanah dan air permukaan.
 2) Pajak Kabupaten/Kota, yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran,
 pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan

Page 8
                        
                        

13
 bahan galian golongan C. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 (BPHTB), PBB pada sektor perkotaan dan pedesaan.
 4. Asas-asas Pemungutan Pajak
 Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas
 pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian,
 terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan asas yang masih
 dipergunakan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas
 pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Smith dalam buku An
 Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan
 bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada (Waluya 2002).
 a. Equality
 Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada
 orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak
 atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
 b. Certainty
 Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenangnya. Oleh karena
 itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak terutang, kapan
 harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
 c. Convenience
 Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan
 saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib
 pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You
 Earn.
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 d. Economy
 Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak
 bagi wajib pajka diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang
 dipikul wajib pajak.
 5. Teori Pemungutan Pajak
 Teori pemungutan pajak terbagi menjadi lima yaitu: teori asuransi, teori
 kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban mutlak dan teori daya beli.
 Uraian teori-teori tersebut adalah sebagai berikut (Erly Suandi 2005:24 dalam
 Mufti Rahmatika 2010).
 a. Teori Asuransi
 Teori asuransi, adalah tugas negara untuk melindungi rakyat dan segala
 kepentingannya. Teori ini untuk memberi dasar hukum kepada pemungut
 pajak, namun beberapa ahli menentangnya karena perbandingan antara pajak
 dan perusahaan asuransi tidak tepat, karena dalam hal kerugian tidak ada
 penggantian secara langsung dati negara, selain itu pembayaran jumlah pajak
 dengan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan secara
 langsung.
 b. Teori Kepentingan
 Teori yang hanya memperhatikan pembagian beban pajak saja yang harus
 dipungut oleh semua penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas
 kepentingan masing-masing dalam tugas pemerintah.
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 c. Teori Gaya Pikul
 Teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan
 pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negraa kepada rakyatnya,
 yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada
 asas keadilan, bahwa pajak harus sama bebannya untuk setiap orang. Pajak
 harus dibayar menurut daya pikul seseorang.
 d. Teori Kewajiban Mutlak
 Teori yang menjelaskan bahwa rakyat adalah bagian dari negara, oleh
 karena itu setiap rakyat wajib membayar pajak kepada negara dalam berbakti
 kepada negara.
 e. Teori Daya Beli
 Teori yang menjelaskan mengenai pajak yang dipungut negara dari rakyat
 akan menimbulkan dampak yang baik untuk negara maupun rakyat. Negara
 menerima pajak dari rakyat dan negara menyalurkan kembali uang pajak
 tersebut kepada rakyat secara tidak langsung.
 6. Gambaran Umum Administrasi Perpajakan
 Secara umum administrasi yang berlaku di Indonesia dimulai dengan
 wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) membuat
 surat yang isinya mengenai perhitungan, pembayaran dan pelaporan
 mengenai pajak yang ditanggungnya untuk dilaporkan kepada kantor pajak
 berupa dokumen Surat Pemberitahuan (SPT). Setelah SPT dilaporkan maka
 perlu dilakukan pemeriksaan pajak secara khusus dan pengolahannya manual
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 guna melihat sudah sesuai atau belum dengan yang sebenarnya dan akan
 menghasilakan dokumen SKP (Surat Ketetapan Pajak).
 Penerbitan SKP bisa dikarenakan wajib pajak salah mengisi SPT atau
 karna ada data yang tidak diumumkan. SKP ini dapat berupa Surat Ketetapan
 Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat
 Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP). Jika setuju akan
 dikirim melalui kantor pos/bank persepsi, jika tidak setuju wajib pajak dapat
 membuat surat untuk mengajukan keberatan atas SKP. Pada pengajuan ini
 muncul dokumen SK Keberatan yang ditujukan kepada kantor pajak, jika
 disetujui alasan yang tercantum di dalam surat tersebut maka bisa dikirim ke
 kantor pos atau bank persepsi, namun jika tidak maka wajib pajak dapat
 mengajukan banding atas ketidaksesuaian SK Keberatan.
 Pada dokumen putusan banding yang memutuskan adalah hakim
 pengadilan pajak, jika disetujui maka bisa dikirim ke kantor pos/bank
 persepsi, bila tidak disetujui atau wajib pajak kurang puas dengan keputusan
 yang diberikan maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan untuk
 peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
 7. Wajib pajak
 Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
 dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian wajib pajak
 yaitu: wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak
 dan kewajiban, meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak, pemotongan
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 pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bukan
 hanya bagi orang yang sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak
 (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai
 wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.
 8. Kesadaran Wajib Pajak
 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan tahu,
 mengerti, dan merasa. kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dalam
 memenuhi bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, berusaha
 memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, sadar
 bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, persepsi wajib pajak tentang
 pelaksanaan sanksi denda PPh (Munari 2005 dalam Ratriana 2013).
 Kesadaran pembayaran pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan
 persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan
 pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga
 keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
 (Torgler 2008 dalam Ratriana 2013).
 9. Pemahaman Perpajakan
 Pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang
 mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas,
 menyimpulkan, menggeneralisasi, memberikan contoh, menulis kembali, dan
 memperkirakan (Arikunto 2009).
 Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu
 perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan
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 timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan
 tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan
 uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan
 pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang
 dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya
 kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib
 pajak sebagai pembayar pajak (Prof. Rochmat 2010 dalam Josephine dan
 Retnaningtyas 2013).
 10. Sanksi Perpajakan
 Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan
 sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan
 tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian
 pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6
 tahun dan denda paling tinggi 4kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
 kurang bayar. Dalam sanksi perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu
 sanksi administrasi dan sanksi pidana.
 a. Sanksi administrasi dapat berupa:
 1) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran
 yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi denda adalah jenis
 sanksi yang baling panyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait
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 besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari
 jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
 2) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran
 yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi
 berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak
 menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase
 tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi
 hak/kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan.
 3) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak
 yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan degan kewajiban yang
 diatur dalam ketentuan material. Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi
 administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib
 pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang
 harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada
 dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang
 tidak atau kurang bayar.
 b. Sanksi pidana
 1) Apabila wajib pajak dengan sengaja memperlihatkan pembukuan,
 pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah
 benar.
 2) Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan
 atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, catatan,
 atau dokumen lainnya.
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 Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam
 dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya
 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Apabila seorang
 wajib pajak melakukan tindakan pidana lagi sebelum lewat waktu 1 tahun
 terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan,
 pidananya dilipat gandakan.
 11. Kualitas Pelayanan Pajak
 Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang
 dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan
 pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. Bagi
 perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang
 berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan
 apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan (Kotler 2000).
 Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan yang inginkan
 oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu
 penyedia layanan (gap theory yang diusulkan oleh Parasuraman dkk 1985).
 Ada 5 dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi jasa pelayanan
 yaitu (Agustini 2008):
 a. bukti langsung (tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai,
 perlengkapan, dan komunikasi
 b. keandalan (reliability), merupakan kemampuan para petugas pajak dalam
 memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan
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 c. daya tanggap (responsiveness) merupakan karakteristik kecocokan dalam
 pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu
 wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap
 d. jaminan (assurance) yaitu cakupan kemampuan, kesopanan, dan sifat
 dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, bahaya
 atau kearguan
 e. empati (emphaty) meliputi kemudahan dalam melakukan komunikasi,
 hubungan verbal, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para
 pelanggan.
 12. Kepatuhan Wajib Pajak
 Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang
 memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
 perpajakannya dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan materian.
 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan ideal wajib pajak memenuhi
 kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalm undang-
 undang perpajakan, seperti melaporkan surat pemberitahuan pajak sebelum
 batas waktu yang ditetapkan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan ideal
 wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan pajak dengan jujur, lengkap
 dan benar sesuai ketentuan (www.dictio.id).
 Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan
 wajib pajak dapat diidentifikasi dari: tepat waktu dalam menyampaikan SPT
 untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan
 pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk
 http://www.dictio.id/
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 mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman
 karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10
 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan
 dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
 pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang
 paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun
 terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa
 pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak
 mempengaruhi laba rugi fiskal.
 13. Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
 Menurut PP Nomor 46 tahun 2013 yang telah berubah menjadi PP Nomor
 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas pengasilan yang diterima atau
 diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu mengatakan
 bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki omset tidak lebih
 dari Rp4,8 miliar dapat menghitung pajak terhutang langsung sebesar 0,5%
 dari omset.
 14. Ciri-Ciri UMKM
 Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 (UMKM) yaitu sebagai berikut:
 a. Usaha Mikro
 a. Jenis komoditi usahanya tidak selalu tetap dan bisa berubah
 b. Tempat usahanya tidak menentap, bisa berpindah tempat
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 c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan
 tidak memisahkan keuangan pribadi dan uang usaha
 d. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya
 termasuk NPWP
 b. Usaha Kecil
 1) Jenis barang umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
 2) Lokasinya sudah menetap
 3) Sudah melakukan administrasi keuangan secara sederhana
 4) Sudah memiliki izin usaha dan memiliki NPWP
 5) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik
 c. Usaha Menengah
 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang baik
 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem
 akuntansi
 3) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas anata lain izin usaha, izin
 tempat, NPWP, dan lain-lain.
 15. Jenis-Jenis UMKM
 Industri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terdapat bebarapa jenis,
 antara lain:
 a. Jenis Usaha Mikro
 antara lain warung kelontong, warung nasi, tukang cukur, tambal ban,
 peternak lele, peternak ayam, dan sebagainya.
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 b. Jenis Usaha Kecil
 Pada dasarnya digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:
 1) Industri kecil, contohnya: industri kerajinan tangan, industri logam,
 industri rumahan, dan lain sebagainya
 2) Perusahaan berskala kecil, contohnya: toserba, koperasi, mini market, dan
 lain-lain
 3) Usaha informal, contohnya: pedagang kaki lima yang menjual sayur,
 daging, dan sebagainya
 c. Jenis Usaha Menengah
 Berikut adalah beberapa jenis usaha menengah
 1) Usaha peternakan, perkebunan, pertanian, kehutanan skala menengah
 2) Usaha perdagangan skala besar yang melibatkan kegiatan ekspor-impor
 3) Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi sepeti
 bus yang bepergian antar provinsi
 4) Usaha industri makanan, minuman, elektronik, dan logam
 5) Usaha pertambangan
 16. Kelebihan dan Kekurangan UMKM
 a. Kelebihan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain:
 1) Pemilik usaha bebas dalam bertindak dan mengambil keputusan
 2) Pemilik biasanya memiliki peran atau turun tangan secara langsung dalam
 menjalankan usaha
 3) Usaha yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 setempat
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 b. Kekurangan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain:
 1) Sulit untuk mengembangkan usaha karena jumlah modal yang dimiliki
 terbatas
 2) Sulit untuk mendapat karyawan karena jumlah gaji yang ditawarkan tidak
 begitu besar
 3) Relatif lemah dalam spesialisasi. Pemilik usaha UMKM tidak berjualan
 barang tertentu secara tetap. Mereka bisa saja sewaktu-waktu menjual
 barang lain.
 17. Menghitung, Membayar dan Melaporkan Pajak UMKM
 Di Indonesia menerapkan self assessment system yaitu sistem pemungutan
 dimana wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung,
 membayar dan melaporkan pajaknya senidiri. Berikut adalah cara
 menghitung, membayar dan melaporkan pajak UMKM
 a. Menghitung Pajak UMKM
 Berikut adalah langkah yang dilakukan untuk menghitung PPh Final/ pajak
 UMKM yang terutang dan harus dibayar yaitu melakukan perhitungan jumlah
 omset yang diperoleh selama 1 bulan, setelah jumlah omset diketahui
 kemudian dikalikan 1% untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar.
 Contoh perhitungannya:
 1% x omset dalam sebulan
 Misalkan dalam kurun waktu 1 bulan, omset penjualan sebesar
 Rp15.000.000. Maka jumlah pajak final yang harus dibayarkan adalah 1% x
 Rp15.000.000 = Rp150.000
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 b. Membayar Pajak UMKM
 Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dapat melakukan
 pembayaran dengan datang langsung ke bank dan meminta dibuatkan ID-
 Biling, pembayaran secara e-banking menggunakan E-billing melalui website
 resmi Direktorat Jendral Pajak (sse3.pajak.go.id) untuk memperoleh ID-
 Biling kemudian pembayaran masuk melalui website bank (misal Bank BCA
 ibank.klikbca.com), dan pembayaran melalui ATM sekaligus pembuatan ID-
 Biling.
 c. Melaporkan Pajak UMKM
 Pelaporan pajak dapat dilakukan dengan pelaporan manual langsung ke
 kantor pajak yaitu mengisi formulir dengan benar dan sesuai yang telah
 ditentukan. Pada pelaporan manual ini sering dikeluhkan oleh wajib pajak
 sehingga Ditjen Pajak menyediakan pelaporan secara online melalui e-filling.
 Pada pelaporan via elektronik ini wajib pajak harus masuk terlebih dahulu di
 website yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (djponline.pajak.go.id)
 dan memilih layanan e-filling. Selain itu juga dapat melaporkan
 menggunakan e-form dengan website yang sama di djponline.pajak.go.id,
 hampir mirip dengan e-filling hanya saja dalam keadaan offline wajib pajak
 tetap bisa melakukan pengisian data. Pada e-form untuk saat ini hanya dapat
 digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan formulir SPT Tahunan OP
 1770S, SPT Tahunan OP 1770, SPT Tahunan Badan 1771.
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 C. Pengembangan Hipotesis
 1. Kerangka Pemikiran
 Berdasarkan pembahasan pada latar belakang dan tinjauan pustaka di atas
 maka diperoleh hubungan variabel-variabel pada gambar berikut ini.
 2. Hipotesis
 Hipotesis yang dapat dikembangkan dari kerangka fikir atas kepatuhan
 wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya sebagai berikut:
 a. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pemenuhan wajib pajak
 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan tahu,
 mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak)
 yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah
 diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui
 Kesadaran Wajib
 Pajak (X1)
 Pemahaman
 Perpajakan (X2)
 Sanksi Perpajakan
 (X3)
 Kualitas
 Pelayanan Pajak
 (X4)
 Kepatuhan Pemenuhan
 Kewajiban Perpajakan
 UMKM (Y)
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 berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak
 adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan
 melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin
 wajib pajak menyadari pentingnya patuh terhadap pajak maka semakin baik
 pula kepatuhannya terhadap pajak.
 Hasil penelitian yang dilakukan Sasmita (2015) menunjukkan bahwa
 kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
 wajib pajak UMKM. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis pertama
 penelitian ini yaitu:
 H1: kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan wajib pajak
 b. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan
 Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan adalah tingkat
 kemampuan wajib pajak memahami sepenuhnya tentang peraturan
 perundang-undangan, tidak hanya sekedar memahami namun mampu
 melaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah diatur. Semakin tinggi
 pemahaman perpajakan yang dipahami oleh wajib pajak maka semakin tinggi
 kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamuji dkk (2014) menunjukkan
 bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap
 kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis kedua dalam
 penelitian ini adalah sebagai berikut:
 H2: pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap perpajakan
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 c. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan
 Sanksi perpajakan ini dibuat oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya
 kelalaian wajib pajak terhadap kewajibannya dalam memenuhi perpajakan
 dan wajib pajak diharapkan lebih patuh. Semakin tepat waktu wajib pajak
 melunasi utang pajaknya maka tidak akan mendapatkan sanksi dan dapat
 dikatakan wajib pajak tersebut patuh terhadap kewajiban pajak.
 Hasil penelitian yang dilakukan Fuadi dkk (2012) menunjukkan hasil
 dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
 kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis
 dalam ketiga dalam penelitian ini adalah berikut:
 H3: sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
 d. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pemenuhan
 wajib pajak
 Kualitas pelayanan pajak yang diberikan fiskus kepada wajib pajak adalah
 upaya membantu wajib pajak untuk mempermudah dalam memenuhi
 persyaratan melunasi pajak yang terutang. Fiskus membantu wajib pajak
 dengan cara tertentu yang mampu menciptakan kepuasan bagi wajib pajak
 yang memerlukan bantuan. Semakin baik pelayanan pajak yang diberikan
 maka akan patuh wajib pajak melunasi pajak yang terutangnya.
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2012) menunjukkan bahwa
 kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
 pengusaha UKM. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis keempat dalam
 penelitian ini adalah berikut:
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 H4: kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan
 wajib pajak.
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